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kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi dan globalisasi mempengaruhi perdagangan dunia  dan 

melatarbelakangi lahirnya TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) dalam Perundingan Uruguay Round yang diselenggarakan 

oleh GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) – sekarang WTO 

(World Trade Organization) – pada 15 Desember 1993 di Jenewa. Tujuan 

adanya TRIPs ini adalah untuk mengakkan hukum dan melindungi hak milik 

intelektual untuk mendorong lahirnya inovasi, pengalihan, penyebaran 

teknologi, sehingga bisa diperoleh terciptanya keseimbangan hak dan 

kewajiban antara pembuat dan pemakai pengetahuan atau property intelektual 

tersebut secara sosial dan ekonomi, hal ini disampaikan dalam Pasal 7 TRIPs.1 

Sejalan dengan ini sebagai negara anggota WTO yang juga ikut 

menandatangani perundingan, keberadaan kekayaan intelektual di Indonesia 

juga sangat penting untuk diperhatikan. 

Menurut OK. Saidin, Kekayaan intelektual adalah hak atas benda 

immaterial yang tidak berwujud dan diciptakan oleh adanya intelektual 

manusia berwujud produk kerja otak dan perasaaan dari manusia.2 Hal ini 

sejalan dengan pendapat David I Bainbridge yang menyatakan bahwa, 

Intelectual Property atau Kekayaan  

 
1 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 46. 
2 Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaa Intelektual, Edisi Revisi, PT Rajagrafinfo 

Persada, Jakarta, 2015, hlm. 31. 
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Intelektual merupakan suatu hak atas kekayaan yang asalnya dari karya 

intelektual manusia, merupakan hasil dari kreativitas atau kemampuan daya 

pikir manusia yang kemudian dituangkan menjadi berbagai bentuk karya 

dengan manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan.3 Sederhananya, 

kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang lahir dan muncul dari 

kemampuan intelektual manusia berupa karya di bidang teknologi, ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra. Karya tersebut tercipta melalui curahan waktu, 

pikiran, daya cipta, tenaga, rasa, dan karsa.4  

Kekayaan intelektual adalah hak atas suatu benda tidak berwujud atau 

benda immaterial yaitu suatu karya dengan rupa yang beragam seperti 

teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang merupakan hasil dari 

intelektual manusia baik dari segi intelegensia dan emosional sehingga 

diekspresikan dengan kreavitas dan memiliki manfaat dan nilai ekonomis. 

Merek merupakan bagian dari Hak Milik Industri, cabang lain dari 

Kekayaan Intelektual selain Hak Cipta.5 Pengertian merek sudah diberikan 

definisi secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa : 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa.” 

 
3 Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: 

Deepublish, 2016, hlm. 19. 
4 Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, https://dik.ipb.ac.id/ki-

hki/ diakses pada 7 September 2022 pukul 20:03 
5 Ok. Saidin, Op.Cit, hlm. 35. 
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Merek merupakan suatu tanda kepemilikan atas suatu produk yang dijual 

dan dibeli oleh perseorangan atau suatu badan hukum, tujuannya menjadi 

pembeda agar memudahkan pembeli atau konsumen dalam mengidentifikasi 

produk yang akan dibeli. Dalam sejarahnya, merek atau brand merupakan 

tanda yang diberikan oleh para peternak untuk mengidentifikasi ternak 

miliknya agar tidak tertukar dengan ternak milik peternak lainnya. 

Dasar hukum dari merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan turunan peraturan pelaksana 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang 

Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Merek. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan 

Indikasi Geografis) bertujuan untuk agar terdapat makna dan manfaat dari 

suatu merek yang nantinya berdampak pada kepentingan nasional. Hal ini 

merupakan daya upaya menjaga persaingan dalam usaha yang sehat serta 

menegakkan  perlindungan hukum merek dengan adanya pendaftaran merek.6  

Namun, sebagaimana Das Sein dari peraturan perundang-undangan di 

atas dibuat agar tercapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seiring 

dengan cita hukum yang diidamkan Indonesia tidak selalu sejalan dengan Das 

Sollen atau fakta dan gejala yang terjadi di lapangan. Para pelaku usaha, 

 
6 Tomy Pasca Rifai, “Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,” Fiat Justisia: Jurnal 

Ilmu Hukum 10, no. 4 (2016): 733-776, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.809 
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khususnya pemilik merek dagang bersaing untuk menjadikan mereknya 

sebagai tren di pasar Indonesia. Hal ini menimbulkan kecenderungan 

dilakukannya tindakan curang oleh pelaku usaha yang memiliki modal kecil 

dengan meniru merek dagang asing terkenal yang diproduksi sendiri dengan 

kualitas dan bentuk hampir sama dengan produk merek aslinya namun dijual 

dengan harga yang cenderung murah untuk mendapatkan keuntungan. 

Keadaan ini tentunya berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia karena adanya persaingan usaha secara tidak sehat yang 

juga mempersulit Indonesia untuk ikut bersaing secara global.7  

Beberapa tahun belakangan terdapat sengketa-sengketa yang membuat 

masyarakat mulai tertarik dan memperhatikan issue terkait Merek, seperti 

sengketa merek Geprek Bensu yang terjadi pada tahun 2020 dan yang baru 

saja terjadi di tahun 2022 adalah sengketa merek Ms. Glow. Oleh karena itu, 

urgensi kepentingan untuk lebih memperhatikan dan mencari tahu lebih dalam 

mengenai perlindungan hukum atas merek dengan tujuan menambah 

pengetahuan masyarakat mengenai hal ini dan meminimalisir sengketa yang 

ditimbulkan dan terjadi terkait merek. 

Adanya Undang-Undang Merek yang ditujukan untuk memberikan 

perlindungan bagi para pemilik hak atas merek terdaftar dalam hukum 

mengakibatkan suatu merek tertentu bisa digugat dan dibatalkan 

 
7 M. Rasyid, Hj. Yunial Laily, dan Sri Handayani, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia,” Simbur Cahaya 24, 

no. 2 (2017): 4857-4880, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/60/60 
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pendaftarannya jika terbukti terdapat alasan pembatal seperti yang disebutkan 

dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek bahwa :8 

“Pasal 20 Suatu Merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak sesuai atau 

berseberangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; sama dan atau berkaitan 

dengan, atau apabila menyebut barang dan/atau jasa yang sedang dalam tahap 

permohonan; memuat  isi atau bagian yang dapat membuat sesat masyarakat 

mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang 

dan/atau jasa yang masih dalam tahap permohonan atau merupakan nama dari 

suatu varietas tanaman yang dilindungi untuk suatu barang dan/atau jasa 

sejenis; mengandunng isi keterangan yang bertentangan dengan kualitas, 

manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; tidak adanya 

daya pembeda; dan/atau merupakan nama dan/atau lambang milik umum.” 

 “Pasal 21 (1) Permohonan akan ditolak apabila Merek yang bersangkutan 

memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan: Merek 

milik pihak lain yang telah didaftarkan atau sedang dalam tahap permohonan 

lebih dahulu oleh pihak lain dalam barang dan/atau jasa sejenis; Merek 

terkenal kepunyaan pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau tidak 

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar. 

(2) Permohonan ditolak apabila Merek tersebut: merupakan nama atau 

menyerupai atau singkatan nama, foto orang terkenal, atau nama badan hukum 

yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 

meniru atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau 

simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun 

internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau 

tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga 

Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. (3) 

Permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang tidak memilki itikad 

baik.” 

Dengan adanya pengaturan dalam Pasal di atas tujuannya adalah untuk 

mengurangi tingkat terjadinya masalah terkait dengan pelanggaran merek. 

Walaupun, pada kenyataannya masih terdapat banyak kasus pelanggaran 

merek yang terjadi di Indonesia yan tidak jarang melibatkan masyarakat 

internasional. Alasan dari masing-masing kasus pelanggaran merek tersebut 

 
8 Lihat Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 
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khususnya gugatan pembatalan atas suatu merek sangat beragam dan tentunya 

berdasar dengan alasan yang dicantumkan tersebut di atas.  

Pada dasarnya sebelum mendapatkan perlindungan, sebuah merek 

terlebih dahulu harus didaftarkan.9 Setelah sebuah merek didaftarkan, pemilik 

merek akan mendapatkan Hak atas Merek. Sesuai dengan pengertian Hak atas 

Merek yang tertera dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa : 

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya” 

Hal ini menguatkan bahwa sebuah merek baru akan mendapatkan 

perlindungan saat merek tersebut telah terdaftar. Sistem pendaftaran merek 

Indonesia menerapkan asas First to file, dimana pemilik merek yang akan 

mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif adalah pemilik merek 

yang pertama mendaftarkan mereknya.10  

Penulis menemukan masalah konkrit yang cukup unik untuk ditulis 

mengenai gugatan pembatalan atas suatu merek. Masalah tersebut dinilai unik 

karena sengketa gugatan pembatalan atas suatu merek yang diajukan 

merupakan sengketa dimana posisi kedua belah pihak yang bersengketa masih 

sama-sama dalam tahap permohonan atau belum terdaftar.  Hal ini tentunya 

 
9 Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, Yeni Asiyah, dan Christina 

Bagus Edhita Praja, “Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang 

Terkenal”, Borobudur Law Review 2, no. 2 (2020): 137-149, https://doi.org/10.31603/burrev.4648 
10 Ibid, hlm 138 
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berseberangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek 

yang menyatakan bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut 

terdaftar”  

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Merek 

menjelaskan bahwa: 

“maksud dari kata "terdaftar" memiliki makna saat suatu merek telah 

melewati Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses 

pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta telah mendapat 

persetujuan Menteri dengan terbitnya sertifikat.” 

Pada skripsi ini dilakukan analisis terhadap adanya gugatan yang 

diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Kim Myung Hyun, Warga 

Negara Korea pendiri perusahaan dengan nama “Myungi Cosmetics Co., Ltd” 

sebagai Penggugat terhadap Monica Warga Negara Indonesia sebagai 

Tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 

Cq Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang bertindak sebagai Turut 

Tergugat yang diputuskan dalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga 

Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.  

Pada intinya alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat 

adalah merek yang didaftarkan oleh Tergugat memiliki kesamaan pada 

pokoknya dengan merek yang didaftarkan oleh Penggugat. Majelis Hakim 

memutuskan untuk menerima gugatan dari Penggugat untuk membatalkan 

merek milik Tergugat sementara merek tersebut belum terdaftar. Hal ini dinilai 
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unik karena bagaimana sebuah merek bisa dibatalkan ketika merek tersebut 

bahkan belum terdaftar. Hal ini menimbulkan adanya cacat formil pada 

penyelesaian sengketa ini karena tidak sesuai dengan prosedur dan tahapan 

yang berlaku dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu 

keputusan majelis hakim ini juga bisa mempengaruhi wewenang dari Komisi 

Banding Merek sebagai Badan khusus yang independen menyelesaikan 

sengketa merek sebelum sebuah merek bisa didaftarkan.  

Dengan fakta-fakta tersebut penulis menemukan masalah lain akibat dari 

diterimanya gugatan tersebut oleh majelis hakim pengadilan niaga yang 

menurut penulis hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait sengketa 

merek terhadap merek yang belum terdaftar.yang bisa diteliti dalam sengketa 

merek ini yaitu kedudukan dari kedua belah pihak sama-sama masih dalam 

tahap permohonan dimana merek milik kedua belah pihak sama-sama masih 

belum terdaftar. 

Berdasarkan hal tersebut, tentunya fakta-fakta yang ditemukan dalam 

kasus tersebut sangat menarik dan memperlihatkan masih terdapat kekurangan 

dalam perlindungan hukum atas merek dan penyelesaian sengketa atas kasus 

merek. Mengingat keberadaan merek yang merupakan salah satu Kekayaan 

Intelektual melibatkan bukan hanya perdagangan dalam negeri namun juga 

luar negara sehingga perlindungan hukum atas merek penting untuk lebih 

diperhatikan. Hal ini kemudian mendorong penulis untuk mengangkat topik 

ini sebagai permasalahan di skripsi yang akan ditulis dengan judul: 
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“PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PEMBATALAN 

MEREK TERKENAL TERHADAP MEREK YANG BELUM 

TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-

Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan 

masalah yang kemudian diangkat dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum mengenai gugatan 

pembatalan merek terkenal terhadap merek yang belum terdaftar di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara 

gugatan pembatalan merek yang belum terdaftar dalam Putusan Nomor 

43/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat dikemukakan tujuan 

dari penulisan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai gugatan 

pembatalan merek terkenal terhadap merek yang belum terdaftar di 

Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam 

penyelesaian perkara gugatan pembatalan merek yang belum terdaftar 

dalam Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Dari tujuan di atas penelitian ini diharapkan bisa berdampak dan 

memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan 

masukan ataupun sumbangan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan 

menambah wawasan ilmu hukum terkhusus perdata di Bidang Kekayaan 

Intelektual yaitu Merek. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau 

bacaan di bidang karya tulis ilmiah bagi generasi selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemilik Merek 

Penelitian ini bisa memberikan ilmu hukum berupa pandangan dan 

penjelasan terkait  perlindungan hukum dalam Hak Eksklusif atau hak 

atas suatu merek, serta memberikan pemahaman terkait pembatalan 

merek; 

b. Bagi Pengguna Merek 

Diharapkan Pengguna Merek dapat mengetahui hal-hal yang diatur 

dan tidak bisa dilakukan atau dilarang dalam perlindungan merek dari 

pendaftaran merek yang tidak didasari itikad baik untuk mengurangi 

pelanggaran dalam pendaftaran suatu merek; 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi bahan 

referensi pengambilan keputusan oleh pemerintah yaitu dalam hal ini 
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Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan mekanisme 

keseluruhan dalam perlindungan merek, serta wawasan  mengenai 

gejala sosial yang sedang terjadi di masyarakat, dalam implementasi 

perlindungan hukum kekayaan intelektual hingga penyelesaian 

masalah dari permohonan pendaftaran kekayaan intelektual khususnya 

bidang merek; 

d. Bagi Pengadilan Niaga 

Diharapkan dapat menjadi informasi, referensi, kritikan 

membangun, masukan dan bahan dalam pertimbangan hukum bagi 

aparatur penegak hukum dalam penyelesaian sengketa merek di 

Indonesia 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar pembahasan pada penelitian ini lebih jelas serta tidak menyimpang 

dan meluas dari permasalahan yang ada, maka ruang lingkup dalam penelitian 

ini dibatasi hanya mencakup tentang pengaturan mengenai gugatan 

pembatalan merek terkenal terhadap merek yang belum terdaftar di Indonesia, 

dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara pembatalan merek dan 

akibat hukum yang ditimbulkan dengan menggunakan studi putusan Nomor 

43/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ditinjau dengan Undang-Undang 

Merek. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dan dibutuhkan 

dalam hubungan hukum yang melibatkan subjek-subjek hukum di 

dalamnya. Dengan adanya perlindungan hukum akan memberikan 

keamanan dan kepastian hukum terhadap subjek hukum yang melakukan 

hubungan hukum sehingga bisa menjadi landasan atau pegangan jika 

terjadi sengketa di kemudian hari. 

 Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum itu suatu 

perlindungan yang dibuat oleh dan dari pemerintah kepada rakyat bisa 

berbentuk pencegahan (preventif) ataupun paksaan (represif).11 

Perlindungan hukum diberikan saat subjek hukum telah memenuhi syarat 

(legalitas) yang telah dipersyaratkan oleh hukum. 

 Sama halnya dengan Kekayaan Intelektual yang dimiliki seseorang, 

perlindungan yang diberikan hukum baru akan timbul ketika kekayaan 

intelektual tersebut sudah terdaftar di instansi yang memiliki kewenangan 

atas itu yaitu dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

(DJKI) sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia.12 Bentuk dari perlindungan hukum dibagi menjadi dua 

yaitu : 

 
11 Ria Palmas Rosmalia, Skripsi: Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Bensu 

(Studi Putusan No.58/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst), (Palembang: UNSRI, 2020), hlm. 

11. 
12 Ibnu Munzir dan Kadarudin., Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 

Produk Indikasi ASAL Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja yang Terdaftar Sebagai Merek 

Dagang di Indonesia dan Jepang, Pustaka Pena Press, Makassar, 2014, hlm. 89. 
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a. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan hukum yang merupakan pencegahan dimana 

perlindungan tersebut memberikan kesempatan bagi rakyat untuk 

sebelumnya yaitu saat sebelum terjadi suatu sengketa untuk 

mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapat keputusan 

pemerintahan menjadi wujud yang sudah pasti atau mendapat bentuk 

yang definitif. 

b. Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan atau yang 

muncul dan bisa diajukan ketika telah terjadi suatu sengketa.13 

 Perlindungan hukum atas hak merek dapat dimiliki oleh pemilik 

merek yang telah mendaftarkan mereknya dan akan mendapat 

perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 

pendaftaran dan dapat diperpanjang dengan waktu yang sama. Dengan 

adanya perlindungan tersebut dapat dilakukan tindakan seperti gugatan 

perdata, tuntutan pidana dan tindakan administratif berupa penolakan 

pendaftaran merek serta penghapusan merek.14 

 Perlindungan hukum atas merek di Indonesia menggunakan asas 

first to file yaitu perlindungan akan diberikan kepada merek yang telah 

terdaftar pertama kali bukan yang menggunakan, dimana bisa dihapuskan 

 
13 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 264. 
14 Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, Jurnal Ius 

Constituendum 5, no. 1 (2020): 47-65, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117 
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atau dibatalkan jika memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Merek.15 

 Berdasarkan Undang-Undang Merek, perlindungan hukum baik 

preventif maupun represif hanya diberikan kepada pemilik merek yang 

telah terdaftar. Mengingat hanya hak atas merek yang telah didaftarkan 

yang diberi perlindungan dan diakui oleh Negara, hal ini membuat pemilik 

merek yang tidak terdaftar tidak memiliki peluang seluas-luasnya.16 

 Objek penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa gugatan 

pembatalan merek yang merupakan bagian dari perlindungan hukum 

sehingga teori mengenai perlindungan hukum ini diperlukan dalam 

menganalisis dan mengolah objek penelitian.  

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian Hukum merupakan pernyataan secara normatif bukan 

sosiologi.17 Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan kerangka atau 

standar sistem norma dimana norma dititikberatkan pada aspek das sollen 

atau “seharusnya” dan das sein atau “senyatanya” lalu dikaitkan dengan 

peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Norma adalah hasil dari 

kegiatan manusia deliberative. Aturan dalam hukum menjadi batasan dan 

 
15 Heniyatun, Op.Cit, hlm 140 
16 Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, dan Sanusi Bintang, “Studi  Kasus Penerapan 

Prinsip Pendaftaran First to File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor 512 

K/Pdt.sus-HKI/2016),” Syiah Kuala Law Journal 3, no. 2 (2019): 184-201, 

http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899 
17 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memberikan Hukum, 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010) hlm. 59 
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berfungsi menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan melahirkan 

kepastian hukum.18 

Kepastian dan asas keadilan adalah prinsip dan asas utama 

penerapan hukum yang saling berhadapan. Kepastian hukum merupakan 

jaminan bagi masyarakat dimana semua diperlakukan sama di hadapan 

hukum dengan hukum yang mengandung keadilan dimana penafsirannya 

diwajibkan secara harfiah dari ketentuan undang-undang. 

Dalam penegakan perlindungan hukum atas merek yaitu objek 

penelitian skripsi ini kepastian hukum dibutuhkan untuk menganalisis 

bahwa perundang-undangan yang dijadikan payung hukum terkait merek 

telah dilaksanakan dengan optimal dan baik dengan memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat khususnya dalam sengketa putusan nomor 

43/Pdt.sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

3. Teori Akibat Hukum 

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan atas terjadinya 

suatu persitiwa hukum atau perbuatan hukum oleh subjek hukum dan akan 

diberikan akibatnya oleh hukum itu sendiri.19 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia atau KBBI, arti dari akibat yakni suatu hal menjadi kesudahan 

atau hasil dari suatu peristiwa, keadaan, atau persyaratan yang mendahului 

sebelumnya. 

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah 

akibat hukum dalam aspek hukum perdata dikarenakan objek penelitian 

 
18 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cet 11, (Jakarta: Prenda Media 

Group, 2018) hlm. 158. 
19 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 39 
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penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yaitu merek. 

Menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo, hukum perdata merupakan 

aturan ataupun norma yang memberikan batasan perlindungan atas 

kepentiangan perseorangan yang bertitiktumpu pada hak dan kewajiban 

masing-masing pihak dalam hubungan kekeluargaan dimana 

pelaksanannya diserahkan kepada masing-masing pihak.20 Sehingga akibat 

hukum dalam bidang hukum perdata timbul karena adanya hak dan 

kewajiban jika terdapat ketidakseimbangan antara hukum, hak, dan 

kewajiban maka akibat hukum itu akan timbul. Teori ini diperlukan 

penulis dalam membuat karya tulis ini karena dari putusan yang diberikan 

hakim dalam sengketa merek nomor 43/Pdt.sus-

Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst menimbulkan akibat hukum terhadap 

Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan Pemilik Merek serta pihak 

terkait dalam bidang Merek dan Kekayaan Intelektual secara umum karena 

putusan tersebut merupakan yurisprudensi bagi sengketa serupa. 

4. Teori Pertimbangan Hakim 

 Dalam praktik peradilan pertimbangan hakim disebut considerans, 

yaitu dasar dari suatu putusan hakim. Sebagai dasar dalam suatu putusan 

terhadap suatu perkara seorang hakim dalam pertimbangannya harus 

memuat alasan-alasan hukum kanun yaitu pasal-pasal dari peraturan 

perundang-undangan yang digunakan. Sebagai dasar hukum yang kuat 

 
20 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 

5-6 
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dalam keputusan maka harus memuat alasan-alasan hukum kanun 

tersebut.21  

 Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa :  

“Hakim harus dan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang ada, hidup dan berkembang dalam 

masyarakat”. Dalam penjelasan resminya disebutkan bahwa “Agar putusan 

dari hakim sesuai dengan apa yang dikatakan hukum dan mengandung 

rasa keadilan masyarakat”.  

Sedangkan pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan 

bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka atau 

bebasa dalam penyelenggaraan peradilan dalam upaya penegakkan hukum 

dan keadilan”.22  

Van Apeldoorn berpendapat bahwa seorang hakim wajib untuk 

melakukan putusan dengan menyesuaikan faktor konkrit dan peristiwa 

konkrit yang terjadi di masyarakat dengan apa yang dikatakan oleh 

Undang-Undang bila perlu menambah Undang-Undang.23 

Objek dari penelitian ini adalah sebuah sengketa yang telah diputus 

oleh Pengadilan Niaga dimana penulis menemukan kejanggalan pada 

 
21 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012) hlm.232. 
22 Aldi Setiawan, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek 

Terkenal “EIGER” (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 375K/Pdt.sus-HKI/2020), 

(Palembang: UNSRI,2021), hlm.14. 
23 E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar 

Harapan, 1980, hlm. 204. 
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pertimbangan yang diberikan majelis hakim dalam memutus perkara 

sehingga teori ini dibutuhkan sebagai bahan penelitian. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses mencari tahu atau penyelidikan yang 

dilakukan secara sistematis dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, juga 

bisa diartikan sebagai suatu usaha dengan tahapan yang terorganisir dan 

sistematis untuk meneliti dan menemukan jawaban dari suatu masalah tertentu. 

Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi dikatakan bahwa 

“Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan 

yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi”  

Penentuan metode penelitian yang digunakan juga memiliki dampak 

terhadap keberhasilan suatu penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian 

yang dipilih harus sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah 

penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif 

seringkali dikatakan sebagai penelitian doktriner yaitu penelitian 

kepustakaan karena berfokus pada menguji suatu norma atau ketentuan 

yang berlaku yang membuat penelitian ini menjadi ciri utama dari 
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penelitian hukum.24 Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian 

terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku 

di masyarakat serta dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau 

data primer dan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian 

hukum yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian hukum 

kepustakaan dimana cara yang digunakan yaitu dengan meneliti bahan 

pustaka yang ada.  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 Menurut Irwansyah, Pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dilakukan dengan menganalisis dan menelaah seluruh 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang 

menjadi pokok permasalahan atau yang sedang dihadapi.25 Pendekatan 

perundang-undangan yang digunakan yaitu, Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham No.67 Tahun 

2016 tentang Pendaftaran Merek dan peraturan perundang-undangan 

lain yang terkait dengan topik penelitian. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan 

kasus agar dapat mengetahui penerapan norma-norma hukum yang 

 
24 Irwansyah, Op.Cit hlm. 42 
25 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit,  hlm.133. 
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dilakukan terhadap praktik hukum. Menurut Irwansyah, Pendekatan 

kasus dilaksanakan dengan cara mempelajari dan menganalisis kasus-

kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan telah 

menjadi putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap.26 

Dimana pokok utama yang ditilik  dalam tiap putusan tersebut 

merupakan bagaimana proses pertimbangan dari hakim tersebut hingga 

tahap pembuatan keputusan, hal ini kemudian berpotensi digunakan 

sebagai argumentasi untuk memecahkan isu atau masalah yang sedang 

diteliti.27 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (peraturan 

perundang-undangan).28 Oleh karena itu, bahan hukum primer terdiri 

dari semua peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan 

putusan hakim terkait objek penelitian.29 Adapun bahan hukum primer 

yang akan digunakan ialah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara 

 
26 Ibid, hlm.138. 
27 Ibid, hlm. 138 
28 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm 158 
29 Ibid. hlm 158 
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Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 252 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5953  

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Permenkumham) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran 

Merek 

4. Putusan Hakim Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst. 

Terkait perkara merek “Farmstay” 

5. Peraturan perundang-undangan lain terkait permasalahan dalam 

kajian penelitian 

b. Bahan Hukum Sekunder  

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dimana terdiri atas 

buku-buku, jurnal hukum, bacaan ilmiah, atau pendapat para ahli 

hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan penunjang 

yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum 

primer dan sekunder, bahan hukum ini dijadikan patokan untuk 

menilai fakta hukum yang akan dipecahkan dalam masa;ah hukum 

yang diteliti.30 

 

 

 
30 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Banten: Unpam Press, 2018) hlm. 141. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang akan 

digunakan yaitu teknik pengumpulan kepustakaan dimana sumber bahan 

hukum berasal dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-

undangan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti baik dengan koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum, 

khusus hingga melalui sarana internet. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Dalam penelitian teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan 

adalah analisis yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan menelaah lalu 

mengevaluasi kaidah hukum dan teori-teori hukum yang dikaitkan dengan 

permasalahan sebagai tahapan untuk menentukan jawaban atas pokok 

permasalahan melalui proses sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi fakta hukum dan menyeleksi hal yang tidak ada 

kaitannya dengan pokok permasalahan 

b. Pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dan 

telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan hukum 

yang telah dikumpulkan 

c. Menganalisis permasalahan dengan bahan hukum yang telah 

dikumpulkan 

d. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan 

menjawab rumusan masalah 
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e. Mengajukan preskripsi atas hal yang sebenarnya harus dilakukan 

berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam 

kesimpulan.31 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan digunakan dengan 

cara menggunakan alur pemikiran induktif, artinya berfikir dengan cara 

mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus atau konkrit sesuai dengan 

pokok permasalahan yang diambil, kemudian ditarik kesimpulan dikaitkan 

dengan hal yang bersifat umum.32 

 
31 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cet ke-17 (Jakarta: Rajawali  Pers, 2015), hlm.42. 
32 Ibid, hlm.11. 
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